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ABSTRACT  
This study aims to analyze the role of the government in protecting the public in online 
business practices in Indonesia, in response to the increasing risks of consumer rights 
violations in digital transactions. This research employs a qualitative approach using a case 
study method to gain an in-depth and contextual understanding of the phenomenon. Data 
were collected through semi-structured interviews with consumers, business actors, and 
regulatory authorities, supported by observation and documentation of e-commerce 
practices. Informants were selected using purposive sampling and further developed through 
snowball sampling techniques. The findings reveal three main themes: weak consumer 
protection in online transaction practices, limited government supervision and law 
enforcement, and low levels of public legal literacy. These findings indicate a gap between 
existing regulations and their implementation in practice, resulting in suboptimal consumer 
protection. In addition, the study highlights that trust and legal awareness are critical factors 
influencing consumer security and confidence in digital transactions. The study concludes 
that the government’s role needs to be strengthened not only in regulatory aspects but also 
in supervision, public education, and effective law enforcement. This research contributes 
theoretically to the development of empirical legal studies using a qualitative approach and 
provides practical implications for policymakers in formulating more adaptive consumer 
protection strategies. Future research is recommended to explore the integration of 
technology in digital consumer protection systems. 
Keywords: Consumer protection, e-commerce, government role, digital law, qualitative 
research.  

 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam melindungi 
masyarakat pada praktik bisnis online di Indonesia, seiring dengan meningkatnya risiko 
pelanggaran hak konsumen dalam transaksi digital. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami fenomena secara 
mendalam dan kontekstual. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan 
konsumen, pelaku usaha, dan pihak regulator, serta didukung oleh observasi dan 
dokumentasi terhadap praktik e-commerce. Teknik pemilihan informan dilakukan secara 
purposive dan dikembangkan melalui snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan 
tiga temuan utama, yaitu lemahnya perlindungan konsumen dalam praktik transaksi online, 
keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah, serta rendahnya literasi 
hukum masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang 
telah tersedia dengan implementasi di lapangan, sehingga perlindungan konsumen belum 
berjalan secara. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa faktor kepercayaan dan 
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pemahaman hukum menjadi elemen penting dalam menentukan keamanan dan kenyamanan 
konsumen dalam bertransaksi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran 
pemerintah perlu diperkuat tidak hanya dalam aspek regulasi, tetapi juga dalam 
pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini memberikan 
kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum empiris berbasis pendekatan 
kualitatif, serta implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi 
perlindungan konsumen yang lebih adaptif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk 
mengkaji integrasi teknologi dalam sistem perlindungan konsumen digital. 
Kata Kunci: Perlindungan konsumen, e-commerce, peran pemerintah, hukum digital, 
penelitian kualitatif.  
 
PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong 
transformasi signifikan dalam aktivitas ekonomi global, khususnya melalui 
pertumbuhan pesat bisnis berbasis digital atau e-commerce. Secara global, transaksi 
perdagangan elektronik terus meningkat seiring dengan perubahan perilaku 
konsumen yang semakin bergantung pada platform digital. Fenomena ini tidak 
hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memunculkan tantangan 
hukum terkait perlindungan konsumen. Dalam konteks global, isu keamanan 
transaksi, perlindungan data pribadi serta ketimpangan informasi antara pelaku 
usaha dan konsumen menjadi perhatian utama dalam pengembangan regulasi 
digital (Putri & Oktavianty, 2025). 

Di Indonesia, pertumbuhan bisnis online menunjukkan tren yang sangat 
signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nilai transaksi e-commerce nasional 
bahkan mencapai ratusan triliun rupiah pada tahun 2023, yang mencerminkan 
tingginya adopsi teknologi digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat (Olifia et al., 
2024). Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul berbagai permasalahan 
seperti penipuan online, ketidaksesuaian produk, hingga penyalahgunaan data 
pribadi konsumen. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 
perkembangan teknologi dengan kesiapan regulasi dan pengawasan pemerintah 
dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen. 

Permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak konsumen 
yang mengalami kerugian akibat transaksi online, baik dalam bentuk barang yang 
tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, maupun praktik bisnis yang tidak 
transparan. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa rendahnya literasi 
hukum konsumen serta lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha digital 
menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi tersebut (Tumanggor & 
Rahadatul'Aisyi, 2024). Selain itu, beberapa studi juga mengungkapkan bahwa 
mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi online masih belum efektif dan 
cenderung merugikan konsumen (Jannah & Syanturi, 2025). 

Dari perspektif hukum, pemerintah memiliki peran strategis dalam 
menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen. Regulasi seperti 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait transaksi 
elektronik telah menjadi dasar hukum dalam mengatur aktivitas e-commerce. 
Namun, implementasi regulasi tersebut seringkali menghadapi berbagai hambatan, 
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termasuk keterbatasan pengawasan, perkembangan teknologi yang cepat, serta 
kurangnya koordinasi antar lembaga (Ghozali & Hardyanthi, 2024). Hal ini 
menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa didukung oleh 
peran aktif pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum. 

Selain itu, dinamika sosial dan budaya masyarakat juga mempengaruhi pola 
interaksi dalam transaksi online. Kepercayaan (trust) menjadi faktor penting dalam 
keberlangsungan bisnis digital, namun seringkali disalahgunakan oleh pelaku usaha 
yang tidak bertanggung jawab. Penelitian yang dilakukan oleh Kriswandaru & 
Fachuda, (2025) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan konsumen terhadap 
platform e-commerce sangat dipengaruhi oleh efektivitas perlindungan hukum 
yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah tidak hanya 
bersifat normatif, tetapi juga harus mampu membangun ekosistem digital yang 
aman dan terpercaya. 

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas perlindungan konsumen 
dalam e-commerce, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek 
normatif dan regulatif. Penelitian yang menggali pengalaman langsung konsumen, 
proses interaksi dalam transaksi online, serta peran nyata pemerintah di lapangan 
masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research 
gap) yang perlu diisi melalui pendekatan kualitatif yang mampu memahami 
fenomena secara lebih mendalam dan kontekstual (Ramadhan & Lestari, 2025). 

Lebih lanjut, beberapa penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa terdapat 
hambatan struktural dalam implementasi perlindungan konsumen, seperti 
lemahnya penegakan hukum dan kurangnya integrasi kebijakan antar sektor 
(Ariawan, 2025). Selain itu, regulasi yang ada seringkali belum mampu 
mengantisipasi perkembangan teknologi baru dalam ekosistem digital. Kondisi ini 
menegaskan pentingnya kajian yang tidak hanya melihat aspek hukum secara 
tekstual, tetapi juga menelaah praktik dan dinamika sosial yang terjadi dalam 
masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
peran pemerintah dalam melindungi masyarakat pada praktik bisnis online dari 
perspektif hukum dengan pendekatan kualitatif. Fokus kajian diarahkan pada 
bagaimana regulasi diimplementasikan, bagaimana pengalaman masyarakat 
sebagai konsumen, serta bagaimana tantangan yang dihadapi pemerintah dalam 
menjalankan fungsi perlindungan tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan 
dapat memperkaya kajian hukum perlindungan konsumen dalam konteks digital, 
sementara secara praktis dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam 
meningkatkan efektivitas perlindungan masyarakat di era bisnis online. 

Perlindungan konsumen merupakan salah satu konsep fundamental dalam 
hukum ekonomi modern yang bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen dalam 
memperoleh keamanan, kenyamanan dan keadilan dalam transaksi. Dalam konteks 
digital, perlindungan konsumen mengalami perluasan makna karena melibatkan 
aspek teknologi, data serta interaksi tanpa tatap muka. Perlindungan ini tidak hanya 
mencakup aspek hukum formal, tetapi juga mencakup mekanisme pengawasan, 
edukasi dan penegakan hukum yang efektif (Rosidah & Karjoko, 2025). Oleh karena 
itu, teori perlindungan konsumen menjadi landasan penting dalam memahami 
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hubungan antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah dalam ekosistem bisnis 
online. 

Secara teoretis, perlindungan konsumen dapat dijelaskan melalui teori 
keadilan (justice theory), yang menekankan pentingnya keseimbangan hak dan 
kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam transaksi e-commerce, 
ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) seringkali merugikan 
konsumen, sehingga diperlukan intervensi hukum untuk menciptakan keadilan 
distributif dan korektif (Chikita, 2024). Teori ini menegaskan bahwa negara melalui 
pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi pihak yang lebih lemah, 
yaitu konsumen. 

Selain itu, teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman juga relevan dalam 
menjelaskan efektivitas perlindungan konsumen. Teori ini menyatakan bahwa 
keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur 
hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dalam konteks e-commerce, 
meskipun substansi hukum telah tersedia, seperti Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen dan regulasi transaksi elektronik, namun aspek struktur dan budaya 
hukum seringkali belum optimal, sehingga perlindungan konsumen belum berjalan 
efektif (Naufal & Syifa, 2026). 

Teori hukum progresif juga menjadi pendekatan penting dalam melihat 
dinamika perlindungan konsumen di era digital. Teori ini menekankan bahwa 
hukum harus adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi. Dalam 
praktik bisnis online, perkembangan teknologi yang cepat seringkali melampaui 
regulasi yang ada, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang fleksibel dan 
responsif terhadap perubahan (Santiago & Situmeang, 2025). Hal ini menegaskan 
bahwa peran pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai inovator 
kebijakan. 

Dalam konteks e-commerce, konsep kepercayaan (trust) menjadi variabel 
penting yang mempengaruhi perilaku konsumen. Teori kepercayaan menyatakan 
bahwa tingkat kepercayaan konsumen terhadap sistem digital sangat dipengaruhi 
oleh keamanan transaksi, transparansi informasi serta jaminan perlindungan 
hukum. Studi menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang kuat dan pengawasan 
pemerintah yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam 
melakukan transaksi online (Kriswandaru & Fachuda, 2025). Dengan demikian, 
perlindungan konsumen tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga 
pada pertumbuhan ekonomi digital. 

Lebih lanjut, konsep perlindungan data pribadi juga menjadi bagian integral 
dari perlindungan konsumen di era digital. Dalam transaksi online, konsumen tidak 
hanya berhadapan dengan risiko kerugian ekonomi, tetapi juga risiko 
penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, teori perlindungan data menjadi 
relevan dalam memperluas cakupan perlindungan konsumen. Regulasi terkait 
perlindungan data pribadi menjadi instrumen penting dalam menjaga keamanan 
dan privasi konsumen dalam ekosistem digital (Afda’u & Wahyuni, 2025). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam e-
commerce masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh 
Ramadhan dan Lestari (2025) menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan 
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konsumen masih rendah akibat lemahnya penegakan hukum dan kurangnya 
pengawasan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan 
menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik 
di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum menjadi faktor 
kunci dalam perlindungan konsumen. 

Selanjutnya, penelitian yang yang dilakukan oleh Jannah dan Syanturi (2025) 
mengungkapkan bahwa meskipun regulasi perlindungan konsumen telah cukup 
komprehensif, namun mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi e-
commerce masih belum efektif. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran 
pemerintah dalam menyediakan sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan adil 
bagi konsumen. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa perlindungan 
konsumen tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada implementasi 
dan kelembagaan. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Juniwati et al. (2025) menekankan peran 
pemerintah dalam melindungi konsumen dari praktik e-commerce yang merugikan. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam 
melakukan pengawasan, penegakan hukum serta penyusunan kebijakan yang 
adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun, penelitian tersebut masih 
berfokus pada aspek normatif dan belum menggali secara mendalam pengalaman 
konsumen dan dinamika sosial yang terjadi dalam praktik bisnis online. 

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi 
adanya kesenjangan teoretis dan empiris, yaitu kurangnya kajian yang 
mengintegrasikan perspektif hukum dengan pengalaman nyata konsumen dalam 
konteks bisnis online. Sebagian besar penelitian masih bersifat normatif dan belum 
menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali makna, persepsi, dan 
pengalaman masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka 
konseptual yang mengintegrasikan teori perlindungan konsumen, teori sistem 
hukum, dan teori kepercayaan untuk menganalisis peran pemerintah dalam 
melindungi masyarakat pada praktik bisnis online secara lebih komprehensif. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus 
(case study). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami 
secara mendalam peran pemerintah dalam melindungi masyarakat pada praktik 
bisnis online, khususnya dalam konteks hukum dan realitas sosial yang terjadi di 
lapangan. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara 
kontekstual dan holistik, termasuk interaksi antara regulasi, pelaku usaha dan 
konsumen dalam ekosistem e-commerce. Pendekatan ini juga relevan digunakan 
dalam penelitian hukum empiris yang menekankan pada realitas implementasi 
hukum di masyarakat (Ramadhan & Lestari, 2025). Penelitian dilaksanakan di 
Indonesia dengan fokus pada praktik bisnis online pada platform e-commerce yang 
banyak digunakan masyarakat. Waktu penelitian dilakukan dalam rentang Januari 
hingga Maret 2026. Subjek penelitian terdiri dari beberapa kelompok informan, yaitu 
konsumen yang pernah mengalami permasalahan dalam transaksi online, pelaku 
usaha digital, serta pihak pemerintah atau regulator yang terkait dengan 
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perlindungan konsumen. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive 
sampling dengan kriteria tertentu seperti pengalaman langsung dalam transaksi 
online dan keterlibatan dalam kebijakan atau pengawasan e-commerce. Dalam 
proses pengembangan data, teknik snowball sampling juga digunakan untuk 
memperoleh informan tambahan yang relevan (Rismawati & Thoha, 2025). 

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulatif melalui beberapa 
metode, yaitu wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Wawancara 
semi terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi dan pemahaman 
informan terkait perlindungan konsumen dalam bisnis online. Observasi dilakukan 
terhadap aktivitas transaksi online serta interaksi pada platform digital untuk 
memahami praktik yang terjadi secara langsung. Sementara itu, dokumentasi 
dilakukan dengan mengkaji regulasi, laporan kasus serta data sekunder yang 
relevan. Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang 
komprehensif dan mendalam (Hidayar & Rosidi, 2025). Validitas data dalam 
penelitian ini dijaga melalui beberapa teknik, yaitu triangulasi sumber dan metode, 
member checking serta audit trail. Triangulasi sumber dilakukan dengan 
membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode 
dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara 
kepada informan untuk memastikan keakuratan data. Selain itu, audit trail 
digunakan untuk mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis 
sehingga dapat ditelusuri dan diuji kredibilitasnya (Indarsih, 2025). Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang 
meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi dan 
kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian. 
Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan 
pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara 
terus-menerus selama proses penelitian dengan melakukan verifikasi terhadap data 
yang diperoleh. Model analisis ini memungkinkan peneliti untuk memahami 
fenomena secara mendalam dan sistematis (Budiarti, 2025). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga tema utama yang muncul 
dari analisis data, yaitu: (1) lemahnya perlindungan konsumen dalam praktik bisnis 
online, (2) keterbatasan peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan 
hukum, serta (3) rendahnya literasi hukum masyarakat dalam transaksi digital. 
Tema-tema ini diperoleh melalui proses reduksi dan kategorisasi data dari 
wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian. Secara 
umum, temuan ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan antara 
perkembangan bisnis online dengan sistem perlindungan hukum yang ada. 

Tema pertama berkaitan dengan lemahnya perlindungan konsumen yang 
dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagian besar informan mengungkapkan 
bahwa mereka pernah mengalami kerugian dalam transaksi online, seperti barang 
tidak sesuai, penipuan, atau kesulitan dalam proses pengembalian dana. Salah satu 
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informan menyatakan bahwa “saat barang yang saya terima tidak sesuai, proses 
komplain sangat sulit dan tidak ada kejelasan penyelesaian dari platform maupun 
penjual”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan konsumen dalam 
praktik masih belum efektif, meskipun regulasi telah tersedia. 

Selain itu, observasi terhadap beberapa platform e-commerce menunjukkan 
bahwa mekanisme perlindungan konsumen masih bersifat administratif dan belum 
sepenuhnya menjamin keadilan bagi konsumen. Dalam beberapa kasus, konsumen 
harus melalui proses yang panjang dan kompleks untuk mendapatkan haknya. 
Kondisi ini memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan antara regulasi formal dan 
implementasi di lapangan, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian 
sebelumnya yang menyoroti lemahnya mekanisme perlindungan konsumen digital 
(Jannah & Syanturi, 2025). 

Tema kedua berkaitan dengan keterbatasan peran pemerintah dalam 
pengawasan dan penegakan hukum. Berdasarkan wawancara dengan informan 
yang memiliki pemahaman tentang regulasi, diketahui bahwa pemerintah telah 
mengeluarkan berbagai kebijakan terkait perlindungan konsumen, namun 
implementasinya masih belum optimal. Salah satu informan menyatakan bahwa 
“aturan sudah ada, tetapi pengawasan terhadap pelaku usaha online masih lemah 
dan tidak konsisten”. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah masih lebih 
dominan pada aspek normatif dibandingkan implementatif. 

Temuan ini diperkuat oleh analisis dokumentasi yang menunjukkan bahwa 
koordinasi antar lembaga pemerintah dalam mengawasi e-commerce masih belum 
terintegrasi secara efektif. Beberapa lembaga memiliki kewenangan yang tumpang 
tindih, sehingga menghambat proses penegakan hukum. Studi sebelumnya juga 
menunjukkan bahwa tantangan utama dalam perlindungan konsumen e-commerce 
adalah kurangnya koordinasi institusional dan lemahnya pengawasan. 

Tema ketiga adalah rendahnya literasi hukum masyarakat dalam transaksi 
online. Banyak informan yang mengaku tidak memahami hak-hak mereka sebagai 
konsumen maupun mekanisme hukum yang dapat ditempuh ketika mengalami 
kerugian. Salah satu informan menyatakan bahwa “saya tidak tahu harus melapor 
ke mana ketika ditipu, karena prosesnya dianggap rumit”. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga 
pada pemahaman masyarakat terhadap hukum. 

Dari sisi diskusi, temuan penelitian ini sejalan dengan teori perlindungan 
konsumen yang menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi pihak 
yang lemah dalam transaksi ekonomi. Ketidakseimbangan informasi antara pelaku 
usaha dan konsumen dalam e-commerce memperkuat urgensi intervensi 
pemerintah. Hasil penelitian ini juga mendukung teori sistem hukum Friedman 
yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada substansi, 
tetapi juga pada struktur dan budaya hukum yang ada dalam masyarakat. 

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini 
menunjukkan kesamaan dengan studi Priyadi et al., (2024) yang menemukan bahwa 
perlindungan konsumen dalam e-commerce masih menghadapi berbagai 
tantangan, terutama dalam aspek implementasi dan pengawasan yang kurang 
optimal. Namun, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menggali 
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pengalaman langsung konsumen dan menunjukkan bahwa faktor literasi hukum 
menjadi aspek penting yang sering diabaikan dalam penelitian sebelumnya. 

Selain itu, penelitian ini juga memperluas temuan Utami (2025) yang 
menekankan bahwa keberadaan regulasi dalam ekonomi digital saja tidak cukup 
tanpa didukung oleh pengawasan yang efektif serta kesadaran hukum masyarakat. 
Efektivitas regulasi akan lebih optimal apabila masyarakat memiliki pemahaman 
dan penghargaan terhadap aturan yang berlaku, khususnya dalam menghadapi 
berbagai tantangan di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan 
kontribusi dalam mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan budaya untuk 
memahami perlindungan konsumen secara lebih komprehensif di era digital. 

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan peran 
pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta penguatan edukasi 
kepada masyarakat terkait hak-hak konsumen. Selain itu, diperlukan 
pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan transparan untuk 
meningkatkan kepercayaan konsumen. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat 
pentingnya pendekatan kualitatif dalam kajian hukum untuk memahami fenomena 
secara lebih mendalam dan kontekstual. 

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih luas 
dengan melibatkan berbagai daerah dan platform e-commerce yang berbeda untuk 
memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya 
juga dapat mengkaji peran teknologi, seperti artificial intelligence, dalam 
meningkatkan perlindungan konsumen. Dengan demikian, pemahaman terhadap 
perlindungan konsumen dalam bisnis online dapat terus berkembang seiring 
dengan dinamika teknologi dan masyarakat. 
 
SIMPULAN  

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam 
melindungi masyarakat pada praktik bisnis online masih menghadapi berbagai 
tantangan struktural dan implementatif. Temuan utama mengungkap adanya tiga 
persoalan pokok, yaitu lemahnya perlindungan konsumen dalam praktik transaksi 
digital, belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah, 
serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya 
kesenjangan antara regulasi yang telah tersedia dengan realitas di lapangan, 
sehingga perlindungan konsumen belum sepenuhnya efektif dalam menjawab 
dinamika bisnis online yang berkembang pesat. Secara teoritis, penelitian ini 
memperkuat relevansi teori perlindungan konsumen dan teori sistem hukum dalam 
konteks digital. Hasil penelitian menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya 
ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh faktor struktur kelembagaan 
dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan 
kontribusi dalam memperkaya kajian hukum empiris, khususnya dengan 
pendekatan kualitatif yang mampu menggali pengalaman dan persepsi konsumen 
secara lebih mendalam, yang sebelumnya masih terbatas dalam penelitian-
penelitian normatif. Dari sisi praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya 
peningkatan peran pemerintah dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, serta 
penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan responsif. 
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Selain itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan literasi hukum 
masyarakat agar konsumen lebih memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi 
online. Penguatan kolaborasi antar lembaga pemerintah serta integrasi sistem 
pengawasan juga menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem digital 
yang aman dan terpercaya. 

Secara kebijakan, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi 
kebijakan perlindungan konsumen yang lebih adaptif terhadap perkembangan 
teknologi digital, termasuk penguatan regulasi terkait perlindungan data pribadi 
dan transaksi elektronik. Pemerintah perlu mengembangkan pendekatan yang tidak 
hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui edukasi dan penguatan sistem 
digital yang transparan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang 
menekankan pentingnya inovasi kebijakan dalam menghadapi tantangan e-
commerce. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang 
lebih luas dengan melibatkan variasi wilayah, platform digital, serta pendekatan 
interdisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan sosial. Selain 
itu, penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi peran teknologi seperti artificial 
intelligence dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Dengan demikian, 
penelitian di bidang ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang 
lebih komprehensif terhadap penguatan perlindungan masyarakat dalam praktik 
bisnis online di era digital. 
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